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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi
anggota dewan pengawas dan anggota direksi,
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan
Bagaimana larangan bagi anggota dewan
pengawas dan anggota direksi, Badan
Penyelenggara Jaminan  Sosial. Dengan
menggunakan metode peneltian  yuridis
normatif, disimpulkan: 1. Sanksi pidana bagi
anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi,
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yakni
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8
(delapan) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
apabila melakukan tindak pidana sebagaimana
diatur dalam  Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Pemberlakuan
sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan
efek jera bagi pelaku dan bagi anggota Dewan
Pengawas dan anggota Direksi, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial lainnya tidak
melanggar bentuk-bentuk larangan vyang
berlaku. Sanksi pidana ini juga merupakan
bentuk pertanggungjawaban hukum atas
perbuatan menyalahgunakan fungsi, tugas,
kewenangan, hak dan kewajiban. 2. Larangan
bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota
Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
yakni untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan fungsi, tugas, wewenang, hak
dan kewajiban sebagai badan penyelenggara
jaminan sosial yang berbentuk badan hukum
publik. Bentuk-bentuk larangan bagi anggota
Dewan Pengawas dan anggota Direksi Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial dalam
pengelolaan dana jaminan sosial sebagai upaya
untuk memberikan jaminan kepastian hukum
terpenuhinya hak peserta jaminan sosial untuk
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memanfaatkan pengembangan program
jaminan sosial dan dapat dipergunakan
seluruhnya untuk kepentingan Peserta.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Anggota Dewan
Pengawas dan Anggota Direksi, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
menjelaskan bahwa pembangunan
kesejahteraan sosial merupakan perwujudan
dari upaya mencapai tujuan bangsa vyang
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila
kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan negara untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial.?

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada
dasarnya merupakan program Negara yang
bertujuan memberi kepastian perlindungan dan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Melalui program ini, setiap
penduduk diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak apabila
terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan
hilang atau berkurangnya pendapatan, karena
menderita  sakit, mengalami kecelakaan,
kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut,
atau pensiun.4

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, I. Umum, menjelaskan bahwa
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
diamanatkan bahwa tujuan negara adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu

3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial.
* Ibid.
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dengan mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi kesejahteraan seluruh rakyat.’

Dalam penyelenggaraan sistem jaminan
sosial anggota dewan pengawas dan anggota
direksi (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
BPJS tentunya harus menaati ketentuan-
ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur
oleh peraturan perundang-undangan. Ada
larangan-larangan yang perlu diperhatikan dan
tidak dilanggar oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial dan apabila terjadi pelanggaran
maka anggota dewan pengawas dan anggota
direksi akan dikenakan sanksi adminsitrasi
maupun sanksi pidana.

Pemberlakuan sanksi administrasi dan sanksi
pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban
dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional
agar supaya dapat membantu dan memberikan
kepastian  mengenai  perlindungan  dan
peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan
jaminan sosial.

Sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat
diberlakukan apabila Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial melakukan penyalahgunaan
fungsi, tugas, kewenangan, hak dan
kewajibannya, sehingga mengakibatkan
kerugian  bagi  masyarakat dan tidak
terpenuhinya hak-hak peserta program jaminan
sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis
mengambil judul “Sanksi Pidana Bagi Anggota
Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan
Penyelenggara Jaminan  Sosial  Menurut
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sanksi pidana bagi
anggota dewan pengawas dan anggota
direksi, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial ?

2. Bagaimanakah larangan bagi anggota
dewan pengawas dan anggota direksi,
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ?

C. Metode Penelitian
Bahan-bahan hukum diperoleh melalui
penelitian kepustakaan terdiri dari: peraturan

> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
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perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah
hukum, bahan-bahan hukum lainnya serta
kamus-kamus hukum. Metode Penelitian yang
digunakan ialah metode penelitian hukum
normatif dan untuk menyusun pembahasan,
bahan-bahan hukum dianalisis secara normatif.

PEMBAHASAN
A. Sanksi Pidana Bagi Anggota Dewan
Pengawas Dan Anggota Direksi Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Pembentukan Undang-Undang tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini
merupakan  pelaksanaan  Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, setelah Putusan Mahkamah
Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-
[11/2005, guna memberikan kepastian hukum
bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan
program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia.
Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan
dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan
pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes
(Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN
(Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi
Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial.
Transformasi tersebut diikuti adanya
pengalihan peserta, program, aset dan
liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.
Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua)
BPJS, vyaitu BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan
menyelenggarakan program jaminan kesehatan
dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan
hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan
kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS
tersebut jangkauan kepesertaan program
jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
mengatur mengenai pemberlakuan sanksi
pidana terhadap anggota Dewan Pengawas dan
anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial yang melanggar larangan-larangan,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54:
Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi
yang melanggar larangan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g,
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huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf |, atau
huruf m dipidana dengan pidana penjara paling
lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

Sanksi pidana diberlakukan anggota Dewan
Pengawas dan anggota Direksi Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial yang melakukan
perbuatan:

1. Menghilangkan atau tidak memasukkan
atau menyebabkan dihapuskannya suatu
laporan dalam buku catatan atau dalam
laporan, dokumen atau laporan kegiatan
usaha, atau laporan transaksi BPJS
dan/atau Dana Jaminan Sosial (Pasal 52
huruf g).

2. menyalahgunakan dan/atau
menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana
Jaminan Sosial (Pasal 52 huruf h).

3. melakukan subsidi silang antarprogram
(Pasal 52 huruf i).

4. menempatkan investasi aset BPIJS
dan/atau Dana Jaminan Sosial pada jenis
investasi yang tidak terdaftar pada
Peraturan Pemerintah (Pasal 52 huruf j).

5. menanamkan investasi kecuali surat
berharga tertentu dan/atau investasi
peningkatan  kualitas sumber daya
manusia dan kesejahteraan sosial (Pasal
52 huruf k).

6. membuat atau menyebabkan adanya
suatu laporan palsu dalam buku catatan
atau dalam laporan, atau dalam
dokumen atau laporan kegiatan usaha,
atau laporan transaksi BPJS dan/atau
Dana Jaminan Sosial (Pasal 52 huruf I).

7. mengubah, mengaburkan,
menyembunyikan, menghapus, atau
menghilangkan adanya suatu pencatatan
dalam pembukuan atau dalam laporan,
atau dalam dokumen atau laporan
kegiatan usaha, laporan transaksi atau
merusak catatan pembukuan BPJS
dan/atau Dana Jaminan Sosial (Pasal 52
huruf m).

Dengan adanya pemberlakuan sanksi
administrasi dan sanksi pidana bagi anggota
dewan pengawas dan anggota direksi Badan
Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial
diharapkan tujuan pelaksanaan sistem jaminan
sosial nasional melalui badan penyelenggara
yang berbentuk badan hukum publik dapat

dapat berjalan dengan tertib dan dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab oleh Dewan
Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara
Sistem Jaminan Sosial dengan tidak melanggar
larangan-larang yang telah diatur dalam
perundang-undangan, sehingga pengelolaan
Dana Jaminan Sosial dapat dipergunakan
seluruhnya bagi pengembangan program dan
untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta
jaminan sosial.

B. Larangan Bagi Anggota Dewan Pengawas
Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

menyatakan dalam Pasal 1 angka 11: Dewan

Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya

disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi

untuk membantu Presiden dalam perumusan
kebijakan umum dan sinkronisasi
penyelenggaraan sistem  jaminan  sosial
nasional. Pasal 1 angka 12: Dewan Pengawas
adalah organ BPJS yang bertugas melakukan
pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS
oleh direksi dan memberikan nasihat kepada
direksi dalam penyelenggaraan program

Jaminan Sosial.

Pasal 1 angka 13: Direksi adalah organ BPJS
yang berwenang dan bertanggung jawab penuh
atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS,
sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS,
serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di
luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini. Pasal 1 angka 14:
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Larangan bagi anggota Dewan Pengawas
dan anggota Direksi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial diatur dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 52: Anggota Dewan
Pengawas dan anggota Direksi dilarang:

a. memiliki hubungan keluarga sampai
derajat ketiga antaranggota Dewan
Pengawas, antaranggota Direksi, dan
antara anggota Dewan Pengawas dan
anggota Direksi;
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b. memiliki  bisnis yang mempunyai
keterkaitan dengan penyelenggaraan
Jaminan Sosial;

c. melakukan perbuatan tercela;

d. merangkap jabatan sebagai anggota
partai politik, pengurus organisasi
masyarakat atau organisasi sosial atau
lembaga swadaya masyarakat vyang
terkait dengan program Jaminan Sosial,
pejabat struktural dan fungsional pada
lembaga pemerintahan, pejabat di badan
usaha dan badan hukum lainnya;

e. membuat atau mengambil keputusan
yang mengandung unsur benturan
kepentingan;

f. mendirikan atau memiliki seluruh atau
sebagian badan usaha vyang terkait
dengan program Jaminan Sosial;

g. menghilangkan atau tidak memasukkan
atau menyebabkan dihapuskannya suatu
laporan dalam buku catatan atau dalam
laporan, dokumen atau laporan kegiatan
usaha, atau laporan transaksi BPJS
dan/atau Dana Jaminan Sosial;

h. menyalahgunakan dan/atau
menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana
Jaminan Sosial;

i. melakukan subsidi silang antarprogram;

J. menempatkan investasi aset BPJS
dan/atau Dana Jaminan Sosial pada jenis
investasi yang tidak terdaftar pada
Peraturan Pemerintah;

K. menanamkan investasi kecuali surat
berharga tertentu dan/atau investasi
peningkatan  kualitas sumber daya
manusia dan kesejahteraan sosial;

l. membuat atau menyebabkan adanya
suatu laporan palsu dalam buku catatan
atau dalam laporan, atau dalam
dokumen atau laporan kegiatan usaha,
atau laporan transaksi BPJS dan/atau
Dana Jaminan Sosial; dan/atau

m. mengubah, mengaburkan,
menyembunyikan, menghapus, atau
menghilangkan adanya suatu pencatatan
dalam pembukuan atau dalam laporan,
atau dalam dokumen atau laporan
kegiatan usaha, laporan transaksi atau
merusak catatan pembukuan BPJS
dan/atau Dana Jaminan Sosial.

Penjelasan Pasal 52 huruf (a) Yang dimaksud

dengan “hubungan keluarga” adalah hubungan
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keluarga karena pertalian darah atau

perkawinan. Huruf (c) Yang dimaksud dengan

“melakukan  perbuatan tercela” adalah

melakukan perbuatan yang merendahkan

martabat Dewan Pengawas dan Direksi.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
mengatur mengenai, Pengawasan,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat:

(1) Pengawasan terhadap BPJS dilakukan
secara eksternal dan internal.

(2) Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh
organ pengawas BPJS, yang terdiri atas:

a. Dewan Pengawas; dan
b. satuan pengawas internal.

(3) Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh:
a. DISN; dan
b. lembaga pengawas independen.
Penjelasan Pasal 39 ayat (3) huruf (a) DJSN

melakukan monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Huruf (b): Yang dimaksud dengan “lembaga

pengawas independen” adalah Otoritas Jasa

Keuangan. Dalam hal tertentu sesuai dengan

kewenangannya Badan Pemeriksa Keuangan

dapat melakukan pemeriksaan.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
mengatur mengenai pemberlakuan sanksi
adminsitratif terhadap anggota Dewan

Pengawas dan anggota Direksi Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial yang melanggar

larangan-larangan sebagaimana diatur dalam

undang-undang ini. Hal itu dinyatakan dalam

Pasal 53 ayat:

(1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota
Direksi yang melanggar ketentuan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,
atau huruf f dikenai sanksi administratif.

(2) Pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang
ditunjuk.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara; dan/atau
c. pemberhentian tetap.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
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Sanksi  hukum administrasi merupakan
sanksi yang penerapannya tidak melalui
perantaraan hakim. Pemerintah berwenang
untuk bilamana perlu, tanpa keharusan
perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak
jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi
adalah perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan  perundang-undangan, sehingga
secara prinsipil berbeda dengan pemberian
sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata
yang ditujukan kepada orang (pelakunya).®

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
mengatur mengenai Struktur organ Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 20
menyatakan: Organ BPJS terdiri atas Dewan
Pengawas dan Direksi.

Dewan Pengawas, Pasal 21ayat:

(1) Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh)
orang profesional.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang
unsur Pemerintah, 2 (dua) orang unsur
Pekerja, dan 2 (dua) orang unsur Pemberi
Kerja, serta 1 (satu) orang unsur tokoh
masyarakat.

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.

(4) Salah seorang dari anggota Dewan
Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebagai ketua Dewan
Pengawas oleh Presiden.

(5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 22 ayat:

(1) Dewan Pengawas berfungsi melakukan
pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas
bertugas untuk:

a. melakukan pengawasan atas kebijakan

pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi;

b. melakukan pengawasan atas

pelaksanaan pengelolaan dan

® |da Bagus Wyasa Putra, Hukum Bisnis Pariwisata,
Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003. hal.
183.

pengembangan Dana Jaminan Sosial
oleh Direksi;

c. memberikan saran, nasihat, dan
pertimbangan kepada Direksi mengenai
kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan
BPJS; dan

d. menyampaikan laporan pengawasan
penyelenggaraan Jaminan Sosial
sebagai bagian dari laporan BPJS
kepada Presiden dengan tembusan
kepada DJSN.

(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas
berwenang untuk:

a. menetapkan rencana kerja anggaran
tahunan BPJS;

b. mendapatkan dan/atau meminta
laporan dari Direksi;
c. mengakses data dan informasi

mengenai penyelenggaraan BPJS;

d. melakukan penelaahan terhadap data
dan informasi mengenai
penyelenggaraan BPJS; dan

e. memberikan saran dan rekomendasi
kepada Presiden mengenai kinerja
Direksi.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan
fungsi, tugas, dan wewenang Dewan
Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Dewan Pengawas.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

mengatur mengenai  Direksi. Pasal 23

menyatakan pada ayat:

(1) Direksi terdiri atas paling sedikit 5 (lima)
orang anggota yang berasal dari unsur
profesional.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden.

(3) Presiden menetapkan salah seorang dari
anggota Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai direktur utama.

(4) Anggota Direksi diangkat untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan
untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya.

Pasal 24 menyatakan pada ayat:

(1) Direksi berfungsi melaksanakan
penyelenggaraan kegiatan operasional
BPJS vyang menjamin Peserta untuk
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mendapatkan Manfaat sesuai dengan

haknya.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direksi bertugas
untuk:

a. melaksanakan pengelolaan BPJS yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi;

b. mewakili BPJS di dalam dan di luar
pengadilan; dan

c. menjamin tersedianya fasilitas dan akses
bagi Dewan Pengawas untuk
melaksanakan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Direksi berwenang
untuk:

a. melaksanakan wewenang BPJS;

b. menetapkan struktur organisasi beserta
tugas pokok dan fungsi, tata kerja
organisasi, dan sistem kepegawaian;

c. menyelenggarakan manajemen
kepegawaian BPJS termasuk
mengangkat, memindahkan, dan

memberhentikan pegawai BPJS serta
menetapkan penghasilan pegawai BPJS;

d. mengusulkan kepada Presiden
penghasilan bagi Dewan Pengawas dan
Direksi;

e. menetapkan ketentuan dan tata cara
pengadaan barang dan jasa dalam
rangka penyelenggaraan tugas BPJS
dengan memperhatikan prinsip
transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan
efektivitas;

f. melakukan pemindahtanganan aset
tetap BPJS paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) dengan persetujuan Dewan

Pengawas;

g. melakukan pemindahtanganan aset
tetap BPJS lebih dari
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) sampai dengan

Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah) dengan persetujuan Presiden;

dan
h. melakukan pemindahtanganan aset
tetap BPJS lebih dari

Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah) dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
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(4) Ketentuan mengenai tata cara
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Direksi.

Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial, mengatur mengenai, Fungsi

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 9

menyatakan pada ayat:

(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi
menyelenggarakan  program  jaminan
kesehatan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b
berfungsi menyelenggarakan program
jaminan  kecelakaan kerja, program
jaminan kematian, program jaminan
pensiun, dan jaminan hari tua.

Dewasa ini peran serta pekerja dalam
pembangunan nasional semakin meningkat
demikian pula halnya penggunaan tekonologi di
berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat
mengakibatkan semakin tingginya risiko yang
dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan
kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu
upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja
yang dapat memberikan ketenangan kerja
sehingga dapat memberikan kontribusi positif
terhadap usaha peningkatan disiplin dan
produktivitas kerja.’

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk
santunan berupa uang sebagai pengganti
sebagian dari penghasilan yang hilang atau
berkurang dan pelayanan sebagai akibat
peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa
kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua
dan meninggal dunia.?

Menurut International Labour Organization
(ILO) dalam majalah ASTEK (1985: 11) Social
Security pada prinsipnya adalah perlindungan
yang diberikan oleh masyarakat untuk para
warganya, melalui berbagai usaha dalam
menghadapi risiko-risiko ekonomi atau sosial
yang dapat mengakibatkan terhentinya atau
berkurangnya penghasilan. Dari pengertian di

7 Lalu  Husni, Pengantar Hukum  Ketenagakerjaan

Indonesia, Edisi Revisi. PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta
2008, hal. 158.
®Ibid, hal. 159.
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atas jelaslah bahwa jaminan sosial tenaga kerja

adalah merupakan perlindungan bagi tenaga

kerja dalam bentuk santunan berupa uang

(jaminan kecelakaan kerja, kematian dan

tabungan hari tua) dan pelayanan kesehatan

yakni jaminan pemeliharaan kesehatan.’

Para pihak dalam penyelenggaraan program
jaminan sosial yaitu: peserta, (fakir miskin dan
orang yang tidak mampu, pekerja dan bukan
pekerja) pemberi kerja, Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) dan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial, Tugas Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial. Pasal 10 menyatakan: Dalam

melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk:

a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran
Peserta;

b. memungut dan mengumpulkan luran dari
Peserta dan Pemberi Kerja;

c. menerima Bantuan luran dari Pemerintah;

d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk
kepentingan Peserta;

e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta
program Jaminan Sosial;

f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai
pelayanan  kesehatan sesuai dengan
ketentuan program Jaminan Sosial; dan

g. memberikan informasi mengenai
penyelenggaraan program Jaminan Sosial
kepada Peserta dan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

mengatur mengenai Wewenang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 11

menyatakan: Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS
berwenang untuk:

a. menagih pembayaran luran;

b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk
investasi jangka pendek dan jangka panjang
dengan mempertimbangkan aspek likuiditas,
solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana,
dan hasil yang memadai;

c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan
atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja
dalam memenuhi kewajibannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan jaminan sosial nasional;

° Ibid.

d. membuat kesepakatan dengan fasilitas
kesehatan mengenai besar pembayaran
fasilitas kesehatan yang mengacu pada
standar tarif yang ditetapkan oleh
Pemerintah;

e. membuat atau menghentikan kontrak kerja
dengan fasilitas kesehatan;

f. mengenakan sanksi administratif kepada
Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak
memenuhi kewajibannya;

g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi
yang berwenang mengenai
ketidakpatuhannya dalam membayar luran
atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

h. melakukan kerja sama dengan pihak lain
dalam rangka penyelenggaraan program
Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
mengatur mengenai Hak, Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial. Pasal 12 menyatakan: Dalam
melaksanakan  kewenangan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, BPJS berhak untuk:

a. memperoleh dana operasional untuk
penyelenggaraan program yang bersumber
dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan program Jaminan Sosial
dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

mengatur  mengenai  Kewajiban, Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 13

menyatakan: Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPIJS
berkewajiban untuk:

a. memberikan nomor identitas tunggal
kepada Peserta;

b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial
dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya
kepentingan Peserta;

¢. memberikan informasi melalui media
massa cetak dan elektronik mengenai
kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan
dan hasil pengembangannya;

d. memberikan Manfaat kepada seluruh
Peserta sesuai dengan Undang-Undang
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
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e. memberikan informasi kepada Peserta
mengenai hak dan kewajiban untuk
mengikuti ketentuan yang berlaku;

f. memberikan informasi kepada Peserta
mengenai prosedur untuk mendapatkan
hak dan memenuhi kewajibannya;

g. memberikan informasi kepada Peserta
mengenai saldo jaminan hari tua dan
pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun;

h. memberikan informasi kepada Peserta
mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun;

i. membentuk cadangan teknis sesuai dengan
standar praktik aktuaria yang lazim dan
berlaku umum;

j- melakukan pembukuan sesuai dengan
standar akuntansi yang berlaku dalam
penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan

k. melaporkan pelaksanaan setiap program,
termasuk kondisi keuangan, secara berkala
6 (enam) bulan sekali kepada Presiden
dengan tembusan kepada DJSN.

Jaminan sosial tenaga kerja adalah hak
setiap tenaga kerja adalah hak setiap tenaga
kerja baik pekerja tetap maupun pekerja
kontrak. Jika ada pengusaha yang oleh undang-
undang menetapkan wajib untuk menyertakan
para pekerjanya dalam program Jamsostek,
namun pengusaha tersebut tidak
mengikutsertakan  pekerjanya maka hal
tersebut oleh undang-undang dianggap sebagai
kejahatan. Perlu diketahui bahwa Jamsostek
adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja
dalam bentuk santunan berupa uang sebagai
pengganti sebagian dari penghasilan yang
hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai
akibat peristiwa atau keadaan yang dialami
oleh tenaga kerja berupa: kecelakaan kerja,
sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal
dunia. Kebijakan memberlakukan Jamsostek
tersebut diatur dalam UU No. 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.10

Para pekerja yang bekerja pada yayasan
berhak mendapatkan perlindungan Jamsostek.
Dalam UU Jamsostek disebutkan usaha sosial
dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk
perusahaan  diperlakukan sama  dengan
perusahaan apabila mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain  sebagaimana

0 | ibertus Jehani, Hak-Hak Karyawan Kontrak, Forum
Sahabat, Jakarta. 2008, hal. 31.
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layaknya perusahan mempekerjakan tenaga
kerja (Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1992 tentang
Jamsostek):

a. adanya pekerjaan;

b. adanya upah;

c. adanya perintah."

Program Jamsostek meliputi 4 program
yaitu: a) Jaminan Keselakaan Kerja (JKK); b)
Jaminan Kematian (JKM); c) Jaminan Hari tua
(JHT); d) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
(JPK). Perlu diketahui pengusaha wajib
membiayai pekerja yang sakit/kecelakaan dan
yang belum terdaftar di Jamsostek. Kecelakaan
dan dilindungi bukan hanya kecelakaan kerja di
lokasi perusahan atau pada saat melaksanakan
pekerjaan. Bukan juga hanya kecelakaan pada
jam kerja saja, tetapi termasuk kecelakaan pada
saat pekerja perangkat dan pulang dari tempat
kerja. Dalam UU Jamsostek disebutkan bahwa
yang dimaksudkan dengan kecelakaan kerja
adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan
dengan hubungan kerja, termasuk penyakit
yang timbul karena hubungan kerja: juga
termasuk kecelakaan yang terjadi dalam
perjalanan berangkat dari rumah menuju
tempat kerja, dan pulang ke rumah asal melalui
jalan yang biasa atau wajar dilalui. Sesuai
dengan PP No. 76 Tahun 2007.

Tindakan pengusaha yang tidak
mengikutsertakan pekerja pada program
Jamsostek adalah perbuatan melawan hukum
dan untuk itu sudah sanksi-sanksinya, baik saksi
pidana maupun denda. Terhadap pekerja yang
sakit atau mengalami kecelakaan dan belum
menjadi peserta Jamsostek, maka yang
menanggung biaya tersebut adalah pengusaha.
Pekerja berhak menuntut pengusaha untuk
membayar biaya pengobatan dan biaya lain
sebagaimana disebutkan dalam UU Jamsostek
dan peraturan pelaksanaannya.

Dari 4 (empat) paket program jamsostek
yaitu JHT, JKK dan JKM, hanya JPK vyang
pelaksanaannya tidak diwajibkan
pengelolaannya melalui Jamsostek. Artinya
pengusaha dapat mengelolaannya sendiri atau
bekerja sama dengan perusahan asuransi yang
lain, namun pengusaha tersebut tetap wajib
menyediakan  jaminan  tersebut  untuk
mengantisipasi jika para pekerja dan
keluarganya sakit atau mengalami gangguan

" 1bid, hal. 32.

169



Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020

kesehatan yang memerlukan pemeriksaan,
pengobatan dan/atau perawatan termasuk
kehamilan dan persalinan.

Harapan pekerja/buruh upah harusnya
dapat memenuhi kebutuan dasar minimal,
tetapi fakta sejak dulu hingga sekarang belum
pernah dicapai secara memadai. Kebutuhan
dasar minimal menurut Sudjana (2000) adalah:

a.

Kebutuhan dasar untuk hidup, meliputi
pangan, sandang, papan, air, udara, bahan
bakar, dan lain-lainnya;

Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan
masyarakat dan meningkatkan
kepasitas/produktivitas individu, meliputi
pendidikan pelayanan kesehatan, sarana
komunikasi, transportasi, kelembagaan,
sosial, kebebasan berpendapat, tersedianya
pasar, dan lain-lainnya;

Kebutuhan untuk meningkatkan akses
(peluang memperoleh sesuatu) terhadap
cara berproduksi, dan peluang ekonomi
meliputi tanah, air, vegetasi modal
(termasuk teknologi), peluang bekerja dan
berpenghasilan yang layak;

Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman
dan kebebasan untuk membuat keputusan
meliputi  pengahargaan atas HAM,
partisipasi dalam politik, keamanan sosial,
pertahanan sosial, peraturan yang adil bagi
semua lapisan masyarakat."

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Sanksi pidana bagi anggota Dewan

Pengawas dan anggota Direksi, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, yakni
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 8 (delapan) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) apabila melakukan
tindak pidana sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Republik  Indonesia
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.
Pemberlakuan sanksi pidana
dimaksudkan untuk memberikan efek
jera bagi pelaku dan bagi anggota Dewan
Pengawas dan anggota Direksi, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial lainnya

2Abdul Khakim, Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan
UU Nomor 13 Tahun 2003, Cetakan Ke-1 PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2006, hal. 4.

tidak melanggar bentuk-bentuk larangan
yang berlaku. Sanksi pidana ini juga
merupakan bentuk pertanggungjawaban
hukum atas perbuatan menyalahgunakan
fungsi, tugas, kewenangan, hak dan

kewajiban.

2. Larangan bagi anggota Dewan Pengawas
dan anggota Direksi Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial yakni
untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan fungsi, tugas,

wewenang, hak dan kewajiban sebagai
badan penyelenggara jaminan  sosial
yang berbentuk badan hukum publik.
Bentuk-bentuk larangan bagi anggota
Dewan Pengawas dan anggota Direksi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
dalam pengelolaan dana jaminan sosial
sebagai upaya untuk memberikan
jaminan kepastian hukum terpenuhinya
hak peserta jaminan sosial untuk
memanfaatkan pengembangan program
jaminan sosial dan dapat dipergunakan
seluruhnya untuk kepentingan Peserta.

B. Saran

1. Sanksi pidana bagi anggota Dewan
Pengawas dan Anggota Direksi, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu
diberlakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk
memberikan efek jera, dengan pidana
penjara paling lama dan pidana denda
paling banyak apabila terbukti melakukan
tindak pidana dalam pemeriksaan di
pengadilan.

2. Untuk mencegah anggota Dewan
Pengawas dan Anggota Direksi, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial melanggar
larangan-larangan vyang telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan,
maka diperlukan upaya pengawasan yang
efektif terhadap BPIJS baik secara internal
oleh organ pengawas BPJS, yang terdiri
atas: Dewan Pengawas dan satuan
pengawas internal dan pengawasan
eksternal oleh (Dewan Jaminan Sosial
Nasional) DJSN dan lembaga pengawas
independen.
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